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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat dan pertolongan jahat dalam transaksi jual beli mobil dengan dokumen palsu telah diatur dalam hukum pidana Indonesia, khususnya Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat, Pasal 480 KUHP tentang pertolongan jahat atau penadahan, serta Pasal 55 KUHP tentang penyertaan tindak pidana. Dalam transaksi jual beli mobil, BPKB dan STNK memiliki kedudukan penting sebagai dokumen pembuktian kepemilikan dan legalitas kendaraan. Oleh karena itu, penggunaan BPKB dan STNK palsu untuk menjual atau menggadaikan mobil dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana karena merugikan pihak lain, mengganggu kepastian hukum, dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap dokumen resmi kendaraan bermotor. 

2. Penerapan unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat dan pertolongan jahat dalam perkara yang ditangani Polres Langkat terlihat dari adanya perbuatan membawa, menunjukkan, dan menggunakan BPKB serta STNK yang diduga palsu untuk meyakinkan calon pembeli atau penerima gadai. Unsur pemalsuan surat tampak dari adanya kejanggalan pada dokumen, seperti perbedaan tulisan, bekas penghapusan, dan ketidaksesuaian data kendaraan saat dilakukan pengecekan. Sementara itu, unsur pertolongan jahat terlihat dari tindakan pelaku yang berusaha menggadaikan atau menjual mobil yang bukan miliknya, dengan harga jauh di bawah harga pasar, serta adanya janji keuntungan apabila transaksi berhasil. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik, penerapan unsur pidana dilakukan dengan mencocokkan keterangan saksi, barang bukti, kondisi dokumen, hasil pengecekan kendaraan, dan peran masing-masing pihak. 

3. Pertanggungjawaban pidana para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli mobil dengan dokumen palsu ditentukan berdasarkan peran dan tingkat kesalahan masing-masing pihak. Hamdan Afdawi dapat dimintai pertanggungjawaban karena berperan langsung membawa mobil, menunjukkan dokumen, dan mengaku sebagai pemilik kendaraan dalam proses transaksi. Dicky dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti menyuruh Hamdan menggadaikan mobil dan mengarahkannya untuk mengaku sebagai pemilik. Ewin juga dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti menyerahkan dokumen dan mengetahui bahwa dokumen tersebut digunakan untuk transaksi yang tidak sah. Adapun Tasman alias Ajo, Muhammad Razali, dan Junaidi lebih tepat ditempatkan sebagai saksi karena berperan dalam mengungkap kejanggalan transaksi, bukan sebagai pelaku tindak pidana.

B. Saran

1. Penyidik Polres Langkat sebaiknya lebih memperkuat pemeriksaan terhadap keaslian dokumen kendaraan, khususnya BPKB dan STNK, melalui pencocokan fisik dokumen, nomor rangka, nomor mesin, identitas pemilik, serta data kendaraan pada sistem resmi. Hal ini penting agar dugaan pemalsuan surat tidak hanya didasarkan pada kecurigaan awal, tetapi didukung oleh bukti yang kuat dan objektif. 

2. Penyidik perlu mendalami peran masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli atau gadai mobil dengan dokumen palsu. Pemeriksaan tidak cukup hanya diarahkan kepada pihak yang membawa mobil, tetapi juga kepada pihak yang menyuruh, menyediakan dokumen, menyerahkan kendaraan, atau menjanjikan keuntungan. Dengan demikian, penerapan Pasal 55 KUHP tentang penyertaan dapat dilakukan secara tepat sesuai peran setiap pelaku. 

3. Penyidik sebaiknya menelusuri lebih lanjut pihak yang membuat atau menyediakan dokumen palsu, karena dalam perkara seperti ini pelaku yang tertangkap di lapangan belum tentu merupakan pembuat utama dokumen palsu. Penelusuran terhadap asal-usul BPKB dan STNK palsu penting untuk mengungkap jaringan tindak pidana secara menyeluruh, bukan hanya menghentikan perkara pada pelaku yang menggunakan dokumen tersebut.
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